ASPEK  KELEMBAGAAN  DAN  LEGAL 

DI DALAM PERENCANAAN  URBAN  DAN  REGIONAL  

Kelembagaan dan Legal:

1. Merupakan perangkat yang akan menunjang terlaksananya suatu rencana 

2. Memungkinkan efektifnya suatu rencana urban dan regional 
Kelembagaan:

Adalah semua perangkat aparat yang dapat menunjang, melaksanakan dan mengamankan produk rencana.

Aparat kelembagaan perencanaan pembangunan:
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

2. Departemen, Kementerian Negara

3. Dinas-dinas sektoral di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Legal (Peraturan  Perundangan):

Semua perangkat peraturan dan undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan diterapkannya serta dilaksanakannnya rencana pembangunan.
Aspek legal:

1. Undang – Undang Dasar 

2. Undang – Undang

3. Peraturan Pemerintah

4. Keputusan Presiden (Keppres)

5. Peraturan Menteri

6. Peraturan Daerah

7. Surat Keputusan

8. Ketetapan

9. Prosedur

Contoh beberapa legal yang berkaitan dengan Perencanaan Urban dan Regional:

1. UUD 45
2. UU Agraria 1960

3. SVO 1948

4. SVV 1949

5. Permendagri No. 2 th 1987

6. UU No.26  tentang Penataan Ruang th. 2007

